PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

2019

PERDA KOTA PEKALONGAN NOMOR 8 TAHUN 2019, LD 2019/NO. 8, SETDA
KOTA PEKALONGAN, 19 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

ABSTRAK

- bahwa dalam rangka  mendukung  keberhasilan

pembangunan daerah dan ketahanan nasional diperlukan
upaya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang
dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil masyarakat
yang perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya
untuk terpenuhi haknya dengan berpegang teguh pada
nilai-nilai luhur dan jati diri bangsa untuk mewujudkan
keluarga sejahtera, religius dan berbudaya;

bahwa pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi
informasi sangat mempengaruhi ketahanan keluarga
sebagai unit terkecil masyarakat;

bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan arah
kebijakan terkait pembangunan keluarga melalui
pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, perlu
landasan yang kuat mengenai Penyelenggaraan
Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam suatu
Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan
Ketahanan Keluarga;

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: bahwa
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan
Ketahanan Keluarga; Undang-Undang Nomor 16 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar
dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1954 tentang Perubahan UndangUndang Nomor
16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota
Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967); Undang-Undang
Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5080); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten
Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah
Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3381); Peraturan Pemerintah
Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga
Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5614); Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan
Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 96).

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang fungsi dan
tanggung jawab keluarga; ketahanan keluarga; kader
pendamping ketahanan keluarga; peran serta masyarakat;
sistem informasi ketahanan keluarga; pemantauan dan
evaluasi; dan pendanaan.
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